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Pasal 14 huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal
berhak mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Selain itu Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun
2009 Tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal
juga menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam berusaha bagi penanam modal sejak
proses pengurusan perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Ini
untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di Aceh. Namun
kenyataannya masih ada penanam modal di Kota Lhokseumawe yang mengalami ketidakpastian perlindungan hukum dan
ketidakpastian hukum.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal
di Kota Lhokseumawe, faktor-faktor yang menjadi hambatan pemberian perlindungan hukum terhadap penanam modal di Kota
Lhokseumawe, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap kegiatan penanaman modal di Aceh.
	Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder
didapatkan dengan cara membaca peraturan perundangâ€“undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, artikel dan
bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang
berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada penanam modal yang melakukan
kegiatan penanaman modal yaitu dengan cara membentuk Team Task Force, akan membentuk Complaint Board, melakukan
pengawasan dan pemantauan tehadap kegiatan penanaman modal. Namun pemerintah mengalami hambatan dalam pemberian
perlindungan hukum ini. Hambatan yang dialami pemerintah yaitu, tidak adanya laporan dari penanam modal yang mengalami
hambatan atau gangguan dalam melakukan kegiatan penanaman modal dan masih ada aparat pemerintah yang tidak berkerja dengan
baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penanam modal. Upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan dalam
memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan penanaman modal di Aceh yaitu menyarankan kepada penanam modal untuk
melaporkan hambatan yang dialami oleh penanam modal dalam kegiatan penanaman modal. Selain itu pemerintah akan memberi
sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak bekerja dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penanam modal.
Disarankan kepada pemerintah agar melakukan pengawasan secara rutin terhadap penanam modal. Para penanam modal harus
berani untuk melaporkan hal-hal yang membuat penanam modal merasa tidak aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan
penanaman modal kepada pemerintah. Pemerintah harus memberikan sanksi yang lebih berat kepada aparat pemerintah yang tidak
bekerja dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penanam modal.
